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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam dan Indonesia kaya akan 

perairan, Negara Indonesia di kelilingi oleh perairan, baik itu laut, sungai, maupun danau. Luas 

total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta 

km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Merupakan suatu Negara 

dengan luas perairan lebih besar dari pada luas daratan, maka dari itu Indonesia disebut sebagai 

Negara Maritim.  

Transportasi merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi kebutuhan 

masyarakat. Demikian juga di Indonesia banyak jenis transportasi, baik transportasi darat, 

transportasi air, maupun transportasi udara. Disini penulis akan membahas mengenai 

transportasi perairan. Pengertian pelayaran menurut UU RI No.17 Tahun 2008 Pelayaran adalah 

satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan 

keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. 

Dikota Palembang Sumatera Selatan, memiliki beberapa dermaga salah satunya 

dermaga 16 ilir yang terletak di pasar 16 ilir Palembang. 

 

Gambar 1. Dermaga 16 Ilir 



 

 
 

Tabel 1. Data Dermaga Sungai di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan 

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2019 

Dermaga 16 ilir memiliki produktivitas penumpang yang tinggi karena dermaga ini 

menghubungkan ke Kabupaten atau daerah yang masih susah dijangkau, dermaga 16 ilir ini 

pusat penghubung perekonomian, dan bisa sebagai alat transportasi untuk wisatawan ke pulau 

kemaro. Moda transportasi yang digunakan adalah speedboat, jukung, longboat dan ketek. 

Maka, transportasi harus ditata dalam satu sistem transportasi secara terpadu dan mampu 

mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan 

pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan 

biaya yang terjangkau bagi masyarakat. 

Penulis mengambil fokus penelitian pada bagian persyaratan peralatan keselamatan, 

disana masih ada permasalahan yang terjadi. Sarana transportasi sungai ini dan dermaga 16 ilir 

Palembang ini diawasi dan di kelola langsung dari pihak Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera 

 

No Dermaga Kota/Kab Lokasi Tahun 

Pembuatan 

PJG 

(M) 

LB 

(M) 

L 

(M) 

Keterangan 

1.  16 Ilir Palembang  S. Musi 1992 20 10 180 APBN 

2.  Tangga Buntung Palembang  S. Musi 

1992/1993 

20 8 160 APBN 

3.  35 Ilir Palembang S. Musi 2003/2005 30 6 180 APBN 

4.  Sei Lais Palembang S. Musi 2004/2006 2x30 2x6 360 APBN 

5.  7 Ulu  Palembang S. Musi 2003/2005 2x30 2x6 360 APBN 

6.  Jakabaring Palembang S. Musi 
1994 

20 8 160 APBN 

7.  Bkb Palembang S. Musi 2012 20 8 160 APBN 

8.  Sekanak  Palembang S. Musi 2004 20 5 100 APBN  



 

 
 

Selatan bidang pelayaran. Dalam melakukan perjalanan berlayar tentunya pemilik kapal 

sudah ada perizinan kapal sungai, seperti: 

1. Surat ukur kapal (untuk kapal lebih dari 7 GT “Gross Tonnage/ Tonase Kotor, Kapal yang 

berkapasitas besar”) 

2. Sertifikat keselamatan kapal 

3. Pas sungai dan danau (yang di maksud PAS merupakan surat keterangan yang menyatakan 

boleh berjalan (masuk) ke daerah lain atau ke tempat terlarang, jadi harus membawa surat 

tersebut apabila memasuki daerah yang dimaksud) 

4. Surat persetujuan pengoperasian kapal 

5. Surat izin trayek kapal sungai 

6. Surat keterangan kecakapan bagi nakoda (yang dimaksud dalam kecakapan merupakan 

tanda bukti kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang yang memimpin dan 

bertanggungjawab disebuah kapal) 

Setiap kapal angkutan sungai dan danau wajib memenuhi persyaratan sesuai pasal 4 

ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 Tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. Pemilik kapal tersebut membuat seperti surat 

ukur, sertifikat keselamatan kapal, dan sertifikat pengawakan kapal di Dinas Perhubungan 

Provinsi Sumatera Selatan. Penulis membahas mengenai keselamatan dalam pelayaran sungai, 

Keselamatan pelayaran ini diatur langsung dari Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2015 

Tentang Standar Keselamatan Pelayaran, sedangkan keselamatan pelayaran sungai diatur 

langsung dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan 

Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Dan fokus penelitian diatur langsung dari 



 

 
 

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan 

Danau di Sumatera Selatan pada Pasal 11.  

Tentunya dalam bertransportasi yang diutamakan itu keselamatan dan keamanan. 

Dalam perjalanan berlayar ini masih ada permasalahan yang terjadi, seperti kecelakaan berlayar 

itu masih sering terjadi di sungai, dengan masih sering terjadinya kecelakaan itu dilihat dari 

rekapitulasi data dibawah. 

Tabel 2. Rekapitulasi Data Kecelakaan Angkutan Sungai Kota Palembang Provinsi 

Sumatera Selatan  

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2019 

Penyebabnya kecelakaan, seperti sarana prasarana yang ada di kapal tersebut masih 

kurang, seperti alat keselamatan untuk berlayar (Lifejacket, ringbuoy, dan alat pemadam) 

seharusnya perlengkapan yang ada di kapal tersebut merupakan perlengkapan yang masih bagus 

dan layak dipakai, dan sesuai kebutuhan penumpang yang ada di dalam kapal tersebut. Namun 

hampir semuanya tidak memiliki alat keselamatan di atas kapal dikarenakan kurangnya 

NO 
TAHU

N 

JUM
LAH 
KEJA
DIA
N 

JENIS KECELAKAAN (UNIT) JENIS KAPAL YG TERLIBAT 
KORBAN 
(ORANG) 

TABRAK
AN 

TERB
ALIK/ 
TENG
GELA

M 

TERBAKAR
/ MELEDAK 

KANDAS JUKUNG 
SPEEDBO

AT 200 
PK > 

SPEED
BOAT 
40 PK 

KETE
K 

TUGBOAT
/ 

TONGKAN
G 

MENIN
GGAL 

LUKA
-

LUKA 

1 2011 8 3 2 2 1 8 - 1 1 2 3 5 

2 2012 11 3 6 1 1 2 - 5 5 2 2 - 

3 2013 4 2 1 1   1 - 2 1 1 2 - 

4 2014 5 2 2 1   - 1 - 3 1 2 3 

5 2015 2 1 1 -   4 2 5 2 2 8 5 

6 2016 1 1 - -   1 - - 1 - - 6 

7 2017 2 2 - -   1 2 1 - - 4 1 

8 2018 8 6 2 -   - 5 2 2 4 23 - 

9 2019 3 2     1 2 1   1 1 9 13 



 

 
 

kesadaran dari operator kapal dan serang kapal tentang pentingnya peralatan keselamatan yang 

seharusnya tesedia di atas kapal.  

Terjadinya kecelakaan kapal seperti tenggelam, terbakar, kandas dan tabrakan juga 

disebabkan peralatan navigasi dan keselamatan yang kurang memadai juga kurangnya 

perawatan kapal serta kurangnya pengawasan intensif terhadap kelayakan kapal. Dari pihak 

pengawasan dan pengelolaan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sudah memberi 

sosialisasi terhadap pemilik kapal atau operator kapal, memberi bantuan alat-alat keselamatan 

di kapal sungai, dan alat bantu navigasi (pelayaran) di kapal sungai.    

Operator kapal cenderung membuat penumpang melebihi batas toleransi yang diizinkan. 

Mengangkut penumpang melebihi batas toleransi ini beresiko terhadap keselamatan pelayaran 

dan bisa mengakibatkan kematian. Saat terjadi musibah seperti kapal tenggelam, kandas atau 

terbakar, maka semakin besar resiko terhadap keselamatan jiwa penumpang. Tingginya 

permintaan terhadap sarana dan prasarana dalam mengangkut penumpang seharusnya menjadi 

prioritas utama.  

Tabel 3. Data Alat Keselamatan Sungai di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan 

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2019 

No Jenis 

Kapal 

Penumpang Alat-Alat Keselamatan 

   Life 

Jaket 

Ringbouy Alat 

Pemadam 

Lampu 

Navigasi 

lampu 

Sorot 

1.  Ketek 3 s.d 6 + 1 

Serang 

7 5 1 2 (merah dan 

hijau) 

1 

2.  Speedboat 9 s.d 12 + 1 

Serang 

13 8 1 2 (merah dan 

hijau) 

1 

3.  Longboat 40 s.d 58 + 1 

Serang 

60 30 1 2 (merah dan 

hijau) 

1 

4.  Jukung 2 2 2 1 2 (merah dan 

hijau) 

1 



 

 
 

Pada data tabel diatas mengenai alat keselamatan penumpang untuk digunakan saat 

berlayar, kapal ketek, speedboat dan longboat untuk lifejacket (rompi penolong) harus 100% 

dari adanya penumpang dikapal, ringbouy (pelampung penolong) harus setengah atau sama 

dengan 50% dari penumpang yang ada dikapal, dan alat pemadam itu minimal ada 1 tabung atau 

botol. Sedangkan untuk kapal jukung itu dari lifejacket, ringbouy dan alat pemadam kebakaran 

itu minimal satu, karena kapal jukung merupakan bukan kapal angkutan untuk penumpang tetapi 

kapal jukung kapal angkutan barang. Kelengkapan alat-alat keselamatan serta kontruksi dan 

pemuatan kapal yang baik menjadi tolak ukur dalam keselamatan. Tetapi kondisi di lapangan 

tidak sesuai dengan ketetapan yang berlaku, kapal-kapal yang beroperasi belum melengkapi 

perlengkapan keselamatan yang disebabkan oleh kurangnya disiplin dan pengetahuan yang 

kurang.  

Pihak Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sudah memberikan sosialisasi 

kepada operator kapal atau serang kapal dan memberikan alat keselamatan yang dibutuhkan 

dalam berlayar. Sosialisasi dilakukan dalam 1 bulan ada 2 sosialisasi kelapangan, dan sosialisasi 

tersebut ditujukan kepada masyarakat dan operator kapal. Diatur langsung menurut Peraturan 

Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai 

dan Danau di Sumatera Selatan. 

Sedangkan, dilihat dari data 2018 semua korban yang ada di dalam kapal tersebut 

semuanya meninggal, ini dikarenakan masih kurangnya pengawasan langsung di lapangan dari 

pihak Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Seharusnya dilihat dari tahun ke tahun 

permasalahan kecelakaan sudah mulai berkurang, dan korban yang meninggal tidak sebanyak 

tahun 2018. Tetapi dengan dilakukannya sosialisasi tentang keselamatan pelayaran ini masih 

ada yang belum taat pada aturan baik itu kepada operator ataupun serang kapalnya untuk 



 

 
 

mengingatkan masyarakat untuk memakai alat keselamatan pelayaran dan juga dari masyarakat 

itu sendiri bahwa alat keselamatan itu penting. 

Berdasarkan tabel data di atas dapat dilihat bahwa peningkatan kecelakaan meningkat 

drastis, dari tahun 20016, 2017 dan pada tahun 2018 kecelakaan meningkat lebih banyak. 

Dengan peningkatan kecelakaan seperti ini seharusnya pihak pemerintah Dinas Perhubungan 

Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah harus mengupayakan pengawasan yang lebih efektif lagi 

terhadap situasi yang ada dilapangan dengan menyediakan peralatan keselamatan yang 

memadai untuk keselamatan pelayaran yang lebih banyak dan layak digunakan. Dengan belum 

efektifnya pengawasan di lapangan dan belum adanya kesadaran baik dari pihak operator kapal 

maupun masyarakat menaiki transportasi tersebut. Mengakibatkan saat terjadinya kecelakaan, 

adanya korban yang meninggal ataupun luka-luka.  

Dalam data tabel tersebut mengenai permasalahan kecelakaan kapal di sungai Provinsi 

Sumatera Selatan, artinya masih ada masalah mengenai keselamatan pelayaran. Dan dapat 

dilihat dari data tabel tersebut jenis kecelakaan yang terjadi pada tahun 2018, Tabrakan ada 

enam kapal dan Tenggelam ada dua kapal. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi pembahasan dan masalah di latar belakang di atas, maka dari 

itu permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana “Implementasi Kebijakan Standar 

Keselamatan Pada Persyaratan Peralatan Keselamatan Pelayaran Di Dinas Perhubungan 

Provinsi Sumatera Selatan” 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk bertujuan mengetahui bagaimana 

Implementasi yang terjadi pada Kebijakan Standar Keselamatan Pelayaran Di Dinas 

Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. 

D. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada jurusan 

Administrasi Publik mengenai Implementasi Kebijakan Standar Keselamatan Pelayaran Di 

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. 

b. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada pihak bidang 

pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat mengatasi 

permasalahan yang ada di lapangan.  
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